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RINGKASAN

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa
bidang lain, merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa,
dimana hal ini mengakibatkan tegjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya
ckonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang
dijiwai persaingan yang makin kefat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi,
ternyata juga menslorong dilakukannya persaingan curang (unfair competition), baik
dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor,
pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Salah satu sebab terjadinya disparitas harga adalah kebijakan pemerintah yang
memberi kemudahan-kemudahan pada. para pengusaha domestik yang sifatnya
diskriminatif, sehingga berakibat pada perbedaan harga ekspor dengan harga dalam
negeri. Disadari atau tidak, kebijakan itu bertentangan dengan persetujuan umum
'tentang perdagangan internasional GATT. Ironisnya, ti_ndai(an dan kebijakan yang
kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun
pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan
pada gilirannya nanti tidak mustahil apabila produk-produk eksport yang dituduh
dumping dari negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan
negara e>‘(portir harus membayar biaya masuk anti.dumping (unfi dumping duties)
kepada importir yang merasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar kerugian akibat
menjual dengan harga dumping, maupun tindakan balasan sepihak selama proses
penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada
gilirannya mempengaruhi perdagangan‘interﬁasional suatu negara. Sebaliknya, apabila
terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan harga dumping, juga akan
berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan
perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut.

Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian
dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan empiris. Dengan metode terebut,
diharapkan akan dapat ditemukan azas dan prinsip-prinsip hukum, serta beberapa
alasan diluar hukum seperti aspek-aspek ekonomi, aspek sosial yang erat terkait

dengan dumping.
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SUMMARY

Globalization process in trade as well as the development of several fields
is one of the reasons of economic unity among nations, which leads to
dependency and national economy integration into global economy in a market
mechanism with tight competition. This tight competition among economic
agents in fact also causes unfair pompetition, whether in form of price or non
price, such as dumping, import Qﬁota establishment, high taxation to imported
goods etc. o |

One of the causes of price disparity is government’s policies that
discriminatively ease domestic entrepreneurs, which leads to differences between
export prices gnd: “domestic price. Whether it is realized or not, those policies
collide with general agreement on GATT international -trade. Ironically, those
improper policies and actions might have contradictive impacts, since both the
exporter and the government can be accused of performing dumping to the
exported products, which in turn, cause the marketing of the accused exported
products being stopped in the importing countries, and the exporting country has
to pay anti dumping duties to the lost importing countries. The obligation of
paying the loss caused by selling in dumping price, as well as one party’s action
during dumping enquiries process, will have effect on lowered export quota that
in time will affect international trade of a country. On the other hand, imported
products sold in dumping price will influence domestic products selling, which
lead to the loss of domestic companies.

Therefore it is considered important to enquire this phenomenon by using
juridical-normative and empirical method. Hopefully, the application of the
method will discover the legal principles and aspects, and also several reasons

beyond the law such as social economic aspects closely related to dumping.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini sulit menentukan suatu negara yang benar-benar dapat
mandiri dalam arti kata dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi
negaranya sendiri. Baik itu negara kerajaan kecil seperti Brunai Darussalam

di ujung utara pulau Kalimantan sampai negara ukuran raksasa seperti

Amerika Serikat misalnya, masih saja membutuhkan negara lain sebagai

partner dagangnya sekalipun landasan politik idiclogi antara kedua negara
tersebut berbeda. )

Indonesia sendiri ;eba_gai negara berkeinbang pada masa lampau
pernah melakukan Politik Ekonomi Berdikari' yang bertujuan mencoba untuk
mengétasi persoalan ekonomi negara sendiri dengan mengabaikan bantuan
dari negara lain. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia
sekarang ini apabila masih tetap menggunakan politik tersebut. Barangkali
kondisi ekonomi Indonesia tidak. sebaik sekarang, apabila dulu kita tidak
mengijinkan pemodal dari Jepang masuk, tidak mau mengimpor mesin-mesin
tekstil dari negara maju ataﬁ kita tetap tidak mau menjual karet, tembakau dan

hasil bumi kita ke negara-negara lain. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa

dalam dunia yang sudah terbuka ini tidak ada lagi satu negara pun yang

! Amir. MS, Eksport Import, Teori dan Penerapnnya, Jakarta: PT. Tkrar Mandiri Abadi, 1993, hal 3
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benar-benar mandiri, tetapi sebaliknya saling membutuhkan dan mengisi
ketidak mampuan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam pergaulan internasional, sifat saling bergantung antara satu
negara dengan negara lain sudah menjadi semacam kebutuhan yang tidak
dapat dielakkan. Sebagai bagian dan masyarakat internasional mercka
menyadari bahwa pada dasarnya masing-masing negara tidak dapat berdiri
sendiri tanpa berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga
mereka mengadakan hubungan baik yang bersifat bilateral, regional maupun
multilateral tergantung seberapa besar kepentingannya.

Hubungan kerjasama tersebut meliputi beberapa bidang antara lain;
politik, sosial-budaya, serta perdagangan. Dalam bidang politik-idiologi,
sejarah mencatat bahwa dengan berakhirnya perang dunia ke II, negara-
negara telah terintegrasi dalam dua kutub kekuatan besar antara blok barat
dengan paham liberalisnya yang dimotori oleh Amerika di satu sisi, dengan
blok timur dibawah komando Uni Sovyet di sisi lain. Meskipun beberapa
negara ada yang tidak terlibat dalam kutub kekuatan yang saling berhadapan
tersebut, tetapi dalam beberapa hal kebijakan politik luar negerinya, termasuk
kebijakan di sektor perdagangan yang ditempuhnya mengarah pada salah satu
sisi polarisasi kekuatan.

Pasca bubarnya Uni Sovyet yang pecah menjadi negara-negara

baltik serta runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 9 Nopember 1989 telah
menjadi momentum yang merubah peta politik masyarakat Eropa, sekaligus

menandai pergeseran paradigma dalam hubungan antar negara. Maksudnya,



sekarang ini hubungan antar negara lebih didasarkan pada kepentingan-
kepentingan ekonomi dan perdagangan, meskipun terkadang alasan historis

politik-idiologi masiﬁ sedikit mewarnai dalam pengambilan keputusannya.

Tidak mustahil kiranya apabila seckarang ini dijumpai negara-

negara yang berbeda pandangan idiologi politiknya, telah saling membulka

"4

hubungan dagang. Untuk saat ini hubungan kerjasama antar negara tidak lagi |

dipersoalkan atas dasar idiologi politik apa yang dianut oleh masing-masing
negara, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi apa yang dapat
diperoleh dari hubungan kérjasamanya itu.

Dengan alasan serta pertimbangan tersebut ncgara-negara mulai
membuka hubungan kerjasama di bidang perdagangan untuk memasarkan
hasil-hasil produksinya, atau bahkan mencari bahan-bahan baku produksi
yang dapat diperoleh dengan harga mufah. Kesemuanya itu dimaksudkan
untuk memperoleh devisa dalam membiayai pembangunan ekonomi yang
menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan setiap bangsa,” sehingga
tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyainya dapat segera
terwujud.

Beberapa tahun tarakhir ini, berbagai perubahan struktural dalam
perekonomian dunia telah menyebabkan tatanan ekonomi-sesial yag ada tidak
berjalan efektif. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya upaya untuk
_ penyesuaian yang mengarah pada tatanan baru yang berbeda dan terjadinya

perubahan dalam hubungan perdagangan antar negara pada Limunya. Disisi



fain, kemajuan teknologi menyebabkan lajunya arus komunikasi dan
transportasi - antar negara seolah-olah telah menghapuskan batas-batas
geografis negara-ne garg,

Gerakan itull'e;h‘yang kemudian dikenal dengan globalisasi. Laju
globalisasi termnyata | telah‘ .merambah pada kegiatan financial, produksi,
investasi dan juga perdagangan, yang kemudian mengimbas juga pada tata
hubungan ekonomi antar bangsa. Proses tersebut menyebabkan meningkatnya
kadar hubungan saling ketergantungan antar bangsa, bahkan menimbulkan
proses menyatunya ekonomi dunia. Oleh karenanya laju globalisasi mampu
membuat perubahan struktural, dimana batas-batas geografis negara seolah-
olah menjadi kabur dimana dunia dibuat semakin borderfess dalam batas-
batas wilayah maupun bidang perdagangan internasional.

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan
beberapa bidang lain merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian
antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan
dan berintzgrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam
suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya
persaingan antar pelaku ekonomi merangsang mereka untuk memacu produk
ekspornya agar dapat bersaing di pasaran internasional. Perilaku ini ternyata
juga mendorong para pelaku yang tidak siap dan/atau mereka yang sudah
mapan secara ekonomis, melakukan persaingan curang (unfair competition),

baik dalam bentuk tarif (fariffs) maupun non tarif (non tariffs barrier) seperti

2 Normin § Pakpahan dan Peter Mahmud, Kertas Kerja; Pemikiran Ke Arah Pembaharuan



misalnya perlakuan yang diskriminatif terhadap importir, pembatasan quota
eksport atas produk tertentu, dumping, pengenaan pajak yang tinggi terhadap
produk-produk impor dan lain sebagainya.

Beberaﬁa kondisi diatas merupakan penyimpangan dari semangat
tiap negara untuk mengupa;/akan kondisi perdagangan internasional yang
stabil dan fair sebagaimana diharapkan dalam beberapa kali pertemuan antar
negara. Sebab, dengan adanya kondisi yang tidak fair, dikhawatirkan
perdagangan internasional tidak berjalan bahkan terjadi disparitas harga yang
cukup tinggi seperti dumping, misalnya.

Sebagai salah satu strategi ekspansi hasil-hasil produknya, dumping
biasa dilakukan oleh beberapa eksportir. Dengan melakukan dumping, maka
mereka dapat mengembangkan pasarnya atas produk-produk yang dihasilkan
séhingga mereka dapat menikmati keuntungan yang lebih. Dumping, apabila
tidak merugikan produk-produk sejenis di negara importir bukanlah hal yang
dilarang, karena akan membantu negara tersebut memenuhi kebutuhan yang |
diinginkan. Sebaliknya, dumping dapat berakibat mematikan produk-produk
sejenis di negara importir mahakala negara tersebut kebanj.iran produk-
produk dengan harga dumping. Akibatnya, produsen di negara tersebut akan
gulung tikar yang berarti akan mengganggu terhadap perolehan devisa dari
sektor tersebut.

Tampaknya alasan inilah yang dilakukan. oléh beberapa negara baik

negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Mereka melakukan

Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta; Proyek Elips, 1996, hal.l
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dumaping dalam rangka mengembangkan pangsa pasarnya tanpa memikirkan
terhadap produk sejenis di negara importir. Akibatnya dapat diduga bahwa
semangat untuk mengupayakan perdagangan internasional yang j__l}j ur dan fair
tidak berjalan dan bahi{an}sebaliknya terjadi disparitas harga yang sangat
tajam.

Berdasarkan kondisi seﬁa alasan-alasan tersebut, beberapa negara
mendesak segera dirampungkan perundingan perdagangan yang sebenarnya
telah dimulai sejak tahun 1947. Baru tahun 1993 di Mérakesh-Maroko,
berhasil disepakati perjanjian umum tentang perdagangan internasional yang
dikena! dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang
telah ditandatangani oleh 124 negara.

Sebagai anggota (members) yang turut menandatangani persetujuan
perdagangan itu, sudah selayaknya Indonesia mentaat berdasarkan azas
cetiris paribus dalam perjanjian internasional. Namun disisi lain, Indonesia
harus melindungi kepentingan nasionalnya terutama terhadap industri-industri
domestiknya agar tidak gulung tikar .l-)ers'aing dengan industri dari negara-
negara maju mengingat produsen-produsen domestik belum siap benar untuk
bersaing. Aﬁinya, Indonesia di\"era perdagangan bebas saat ini dihadapkan
pada dua pilihan dalam menetukan kebijal;an m'c;kro ekonominya, yaitu
bahwa kebijakannya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perdagangan
_ internasional secara umum dan disis lain harus mengupayakan agar produsen

* domestiknya harus tetap berjalan.



B. Perumusan Masalah |
Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam penelitian ini hendak
mengkaji permasalahan sebagai berikut;
‘a. Bagaimanakah implé_mentasi pengaturan durg.piﬁg menurut Article VI
GATT 1994 dalam pefaturan hukum Indonesia ?.
b. Bagaimanakah penéétruth dumping terhadap perdagangan internasional

Indonesia ?

C. TINJAUAN PUSTAKA
C.1. Globalisasi Ekonomi

Menurut Theodore Levitt, yang dimaksud dengan globalisasi
ckonomi adalah proses munculnya realitas komersial baru, yang
diwarnai dengan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen,
Di sini terjadi konvergensi global, dan oleh karenanya dunia harus
dilihat sebagai suatu pasar bebas. Kemudian Michael Porter
merumuskan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana persaingan
antar perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara.
Yang terjadi justru sebaliknya, daya saing suatu perusahaan di salah
suatu negara amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan dibelahan
bumi (negara) yang lain.’

Adanya peningkatan teknologi informasi yang tinggi,

masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena teknologi





